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<b>ABSTRAK</b>

K emiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan
secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-
program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini
diamanahkan kepada Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan
kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar
dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas
internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang
dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta
melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPK P sebagai
pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independens.
Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungs struktural sehingga ditemukan peran
BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

<hr><i><b>ABSTRACT</b>

Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders
effortsto alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the
same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian
acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation
Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the
collected datais the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created
to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-
depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s
role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency.
Nevertheless, that structural change wasn? accompanied by functional change so that the research found
BPKP?srole doesn?t affect program implementetion significantly.</i>
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